BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR </ TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tabun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun
2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu diubah;

bahwa betrdasarkan pertimbangan sebagaimana  tersebut
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun
2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

U‘ndaﬁg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843});

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);?
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Menetapkan

10.

11.

12.
' Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887); :

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3655);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan. Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan
Pengadaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
641); _

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten
Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011
Nomor 19); : '

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2016 tentang

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPAT] SUMBAWA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA '

Pasal I

Beberapa ‘ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 ‘Tahun 2011
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah ‘Kabupaten Sumbawa
(Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Y
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1. Diantara angka 2 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 2a,
angka 2b dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Bupati adalah Bupati Sumbawa.

2a. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
2b. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

10.

11.

12,

13.

14.

disebut Bagian LPBJP adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumbawa.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan
dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya
disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara
elektronik.

Kepala adalah Kepala LPSE Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Sekretariat adalah unsur pelaksanaan administrasi pada LPSE Pemerintah
Kabupaten Sumbawa.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran pada PD pengguna Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai melalui APBN /APBD, baik yang dilaksanakan
secara swakelola maupun oleh penyedia barang /jasa.

e-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah
sistem meliputi aplikasi dan database e-Procurement yang dikembangkan
oleh Direktorat e-Procurement LKPP untuk digunakan pada implementasi
LPSE. :

User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari
Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. v
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15. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh
Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada SPSE,

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
LPSE berada dibawah koordinasi dan fasilitasi Bagian LPBJP dan bertanggung
jawab kepada Bupati.
Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal % danuart 201z

/ BUPATI SUMBAWAJ(
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Diundangkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 3‘”&&0%!2‘ 20| +

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

RASXYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR




